








Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia termasuk warga Negara Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Negara berkewajiban menyelenggarakan suatu system pendidikan salah satunya melalui Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.​[1]​

Fungsi pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan nasional menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.​[2]​
Dalam bidang PKn, Samsuri (2011:40) menyatakan:
Tujuan pembelajaran PKn semestinya berusaha mewujudkan para siswa untuk memiliki berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter – karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa – bangsa lainnya.​[3]​

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional khususnya dalam bidang PKn, diperlukan sebuah perencanaan pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah dijabarkan perencanaan pembelajaran secara rinci. Perencanaan pe mbelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan​[4]​. Dalam pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan tetap senantiasa berpegang pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan  diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi terhadap siswa, telah dilakukan berbagai upaya. Salah satu upaya guru bidang studi PKn yang telah dilakukan dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi pada siswa dikemukakan Yumeika  (2008:1) yaitu:
Siswa diajak membuat kesepakatan untuk memilih pembelajaran yang diinginkan. Jika siswa melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri maka sanksinya juga akan mereka dapatkan sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Pemberian tugas pada siswa, pembelajaran dengan metode – metode ceramah. ​[5]​

Lebih lanjut Yumeika (2008:1) menyatakan:
Nilai– nilai demokrasi yang ditanamkan oleh guru bidang studi PKn adalah nilai – nilai demokrasi pancasila karena nilai demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong – royong. ​[6]​

Dari hasil observasi yang telah dilakukan terhadap guru bidang studi PKn di SMA Negeri 1 Mare ditemukan beberapa kekurangan. Kekurangan – kekurangan tersebut berkaitan dengan model yang diterapkan guru dalam proses pemebelajaran. Dalam proses peembelajaran guru masih mengajar dengan model tradisional. Guru mengajar dengan cara diskusi dan juga ceramah.Selain itu guru dalam mengajar menggunakan buku cetak yang dibagikan kepada siswa setiap memulai pelajaran PKn, kemudian dikumpul kembali saat jam pelajaran berakhir. Hal ini membuat siswa terbatas dalam mengakses materi pelajaran. Disamping itu, guru dalam menyajikan materi terlalu terpaku pada materi buku cetak sehingga guru cenderung, monoton, membosankan dan miskin kreasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan guru dalam memakai pendekatan yang tepat untuk menanamkan nilai – nilai demokrasi pancasila.
Untuk mengatasi kekurangan – kekurangan yang dikemukakan di atas, diperlukan sebuah strategi yang tepat bagi guru dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi pancasila terhadap siswa. Strategi guru bidang studi PKn sangat penting dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi. Atas dasar itulah maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Guru Bidang Studi PKn dalam Menanamkan Nilai – Nilai Demokrasi Pancasila di SMA Negeri 1 Mare”.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
1.	Bagaimanakah strategi guru bidang PKn dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi pancasila di SMA Negeri 1 Mare?
2.	Faktor – faktor apasajakah yang mempengaruhi guru PKn dalam penanaman nilai – nilai demokrasi pancasila di SMA Negeri 1 Mare?




Tujuan penelitian yang penulis kemukakan adalah menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:
1.	Untuk mengetahui strategi guru bidang studi PKn dalam menanamkan nilai– nilai demokrasi pancasila di SMA Negeri 1 Mare.
2.	Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi guru PKn dalam penanaman nilai – nilai demokrasi pancasila di SMA Negeri 1 Mare.
3.	Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru bidang studi Pkn dalam penanaman nilai – nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Mare.
D.	Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:
1.	Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan guru untuk memudahkan dalam menerapkan strategi guru bidang studi PKn dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pancasila siswa di SMA Negeri 1 Mare.
2.	Bagi SMA Negeri 1 Mare, sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan system pembelajaran di sekolah khususnya dalam pemilihan strategi guru bidang studi PKn.
3.	Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk melatih peneliti dalam melakukan penelitian tentang strategi guru dalam menanamkan nilai – nilai demokrasi pancasila sesuai dengan profesi yang akan dijalani peneliti dikemudian hari. 
4.	Bagi pihak jurusan, sebagai bahan dokumentasi dan dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi perkuliahan juga berguna sebagai bahan acuan dalam melakukan studi lanjutan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berminat melakukan penelitian. 
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